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TATA CARA PEMASANGAN TANDA BATAS WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 70
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara
Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan
dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan

Batubara;

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5142);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
Pemnentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan
Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi
Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15
Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial
Indonesia 2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG TATA CARA PEMASANGAN TANDA
BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL
DAN BATUBARA
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat

IUP, adalah izin untuk melaksanakan pertambangan.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya
disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan
khusus.

IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah
izin usaha pertambangan khusus.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya
disingkat = WIUP, adalah bagian dari wilayah
pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data,
potensi, dan/atau informasi geologi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang
selanjutnya disingkat WIUPK, adalah bagian dari wilayah
pencadangan negara yang dapat diusahakan.

Titik Batas adalah koordinat WIUP Operasi Produksi atau
WIUPK Operasi Produksi sesuai dengan lampiran
keputusan pemberian IUP Operasi Produksi atau ITUPK
Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri atau
Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Tanda Batas WIUP dan WIUPK yang selanjutnya disebut
Tanda Batas adalah patok yang dipasang pada Titik
Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai
ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.
Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang selanjutnya

disingkat dengan SRGI, adalah suatu sistem koordinat
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nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem
koordinat global, yang secara spesifik menentukan
lintang, bujur, tinggi, skala, gaya berat, dan orientasinya
mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, termasuk bagaimana nilai-nilai koordinat
tersebut berubah terhadap waktu.

Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya
disingkat JKHN, adalah sebaran titik kontrol geodesi
horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu
kerangka referensi.

Global Positioning System yang selanjutnya disingkat
GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi
yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat, untuk
memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi serta
informasi mengenai waktu, secara terus menerus di
seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan cuaca,
kepada banyak orang secara simultan.

Receiver Global Positioning System tipe Navigasi, yang
selanjutnya disebut GPS Navigasi, adalah alat yang hanya
menerima data jenis pseudo range (code) dari sinyal
satelit GPS.

Receiver Global Positioning System tipe Geodetik, yang
selanjutnya disebut GPS Geodetik, adalah alat yang dapat
menerima data jenis pseudo range (code) dan fase paling
sedikit pada gelombang L1 (satu frekuensi) atau pada
gelombang L1 dan L2 (dua frekuensi) dari sinyal satelit
GPS.

Global Navigation Satellite System yang selanjutnya
disingkat GNSS adalah sistem satelit yang berfungsi
sebagai navigasi dan penentuan posisi secara global,
yang terdiri dari GPS (Amerika Serikat), GLONASS (Rusia),
Galileo (Uni-Eropa), BDS (Tiongkok), dan QZSS (Jepang).
Receiver Global Navigation Satellite System tipe Geodetik,
yang selanjutnya disebut GNSS Geodetik, adalah alat
yang dapat menerima data jenis pseudo range (code) dan
fase paling sedikit pada gelombang L1 (satu frekuensi)
atau pada gelombang L1 dan L2 (dua frekuensi) dari

sinyal satelit navigasi.



